











Tabel Indikasi Program Utama Umum

Lampiran I

Indikasi Program

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. LOKASI SUMBER
INDIKASI PROGRAM UTAMA PENDANAAN UTAMA | PENDUKUNG 1 11 11 v
2015- 2020- 2024-
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 2019 2024 2029
UMUM
1. Rencana Detail/Rinci Kawasan Strategis Provinsi Kabupaten/Kota yang APBD Dinas
terdapat KSP Cipkataru
2. Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi Provinsi APBD Bappeda
3. Arahan Insentif dan Disinsentif Provinsi APBD Bappeda
4. Rencana Tata Ruang Wilayah-wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kabupaten/Kota yang APBD Dinas Dinas
Kecil (WP3K) memiliki pesisir dan Kanlut Cipkataru
pulau-pulau kecil
5. Evaluasi dan Revisi Pertama RTRWP Provinsi APBD Bappeda
6. Evaluasi dan Revisi Kedua RTRWP Provinsi APBD Bappeda
7. Evaluasi dan Penyusunan Kembali RTRWP Provinsi APBD Bappeda




Tabel Indikasi Program Utama Perwujudan Pusat Kegiatan

LOKASI

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. SUMBER
INDIKASI PROGRAM UTAMA PENDANAAN | 1] 11 v
UTAMA PENDUKUNG SOIE 5020 2025
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 - . .
2019 2024 2029
Perwujudan Pusat Kegiatan Nasional
A Percepatan Pengembangan Kota-kota Utama Kabupaten/Kotayang | APBN, APBD, Kem. PU,
ditetapkan sebagai Inventaris Kemenda
PKN swasta dan/atau | gri
kerja sama
pendanaan
1. Pengembangan/Peningkatan dan Pemantapan fungsi PKN
2. Pengembangan baru
3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi PKN
B. Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi yang Kabupaten/Kotayang | APBN, APBD, Kem. PU,
Berbasis Otonomi Daerah ditetapkan sebagai Inventaris Kem.Dagr
PKN swasta dan/atau | i
kerja sama
pendanaan
1. Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah
kabupaten/kota untuk pengembangan wilayah
2. Penciptaan iklim kondusif untuk kegiatan investasi
3. Peningkatan kerjasama antarwilayah secara
komplementatif
4. Pengembangan ekonomi kota PKN secara terintegrasi
5. Pengembangan infrastruktur kota PKN
C. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Kabupaten/Kota yang | APBN, APBD, Kem. PU,
Pertumbuhan Nasional ditetapkan sebagai Inventaris Kemenda
PKN swasta dan/atau | gri
kerja sama
pendanaan

1. Pengembangan/Peningkatan fungsi




LOKASI

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. SUMBER
INDIKASI PROGRAM UTAMA PENDANAAN | 1] 11 v
UTAMA PENDUKUNG 2015 3020 2025
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014
2019 2024 2029
2. Pengembangan baru
3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
D. Pengendalian Kota-kota PKN Berbasis Mitigasi Bencana Kabupaten/Kotayang | APBN, APBD, Kem. PU,
ditetapkan sebagai Inventaris Kem.Dagr
PKN swasta dan/atau | i
kerja sama
pendanaan
1. Rehabilitasi kota akibat bencana alam
2. Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi
Bencana
Perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah
A Percepatan Pengembangan Kota-kota PKW Kabupaten/Kotayang | APBN, APBD, Kem. PU,
ditetapkan sebagai Inventaris Kem.Dagr
PKW swasta dan/atau | i
kerja sama
pendanaan
1. Pengembangan/Peningkatan fungsi dari PKW menjadi PKN
2. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi PKW
Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi PKW Kabupaten/Kota yang | APBN, APBD, Kem. PU,
yang Berbasis Otonomi Daerah ditetapkan sebagai Inventaris Kem.Dagr
PKW swasta dan/atau | i
kerja sama
pendanaan

1. Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah
kabupaten/kota untuk pengembangan wilayah

2. Penciptaan iklim kondusif untuk kegiatan investasi

3. Peningkatan kerjasama antarwilayah secara
komplementatif




INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. LAl SUMBER
INDIKASI PROGRAM UTAMA e ap—— 1 11 i v
UTAMA PENDUKUNG 2015 3020 2025
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014
2019 2024 2029
4. Pengembangan ekonomi kota PKW secara terintegrasi
5. Pengembangan infrastruktur kota PKW
C. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Kabupaten/Kota yang | APBN, APBD, Kem. PU,
Pertumbuhan Wilayah ditetapkan sebagai Inventaris Kemenda
PKW swasta dan/atau | gri
kerja sama
pendanaan
1. Pengembangan/Peningkatan fungsi PKW
2. Pengembangan baru fungsi PKW
3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi
D. Pengendalian Kota-kota PKW Berbasis Mitigasi Bencana Kabupaten/Kotayang | APBN, APBD, Kem. PU,
ditetapkan sebagai Inventaris Kemenda
PKW swasta dan/atau | gri
kerja sama
pendanaan
1. Rehabilitasi kota akibat bencana alam
2. Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi
Bencana
Perwujudan Pusat Kegiatan Lokal
A. Percepatan Pengembangan Kota-kota PKL Kabupaten/Kota yang | APBN, APBD, Kem. PU,
ditetapkan sebagai Inventaris Kemenda
PKL swasta dan/atau | gri
kerja sama
pendanaan

1. Pengembangan/Peningkatan fungsi PKL menjadi PKW

2. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi PKW




INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. LAl SUMBER
INDIKASI PROGRAM UTAMA PENDANAAN | 1] 11 v
UTAMA PENDUKUNG 2015 3020 2025
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014
2019 2024 2029
B. Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi PKL Kabupaten/Kota yang | APBN, APBD, Kem. PU,
yang Berbasis Otonomi Daerah ditetapkan sebagai Inventaris Kemenda
PKL swasta dan/atau | gri
kerja sama
pendanaan
1. Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten
untuk pengembangan wilayah
2. Penciptaan iklim kondusif untuk kegiatan investasi
3. Peningkatan kerjasama antarwilayah secara
komplementatif
4. Pengembangan ekonomi kota secara terintegrasi
5. Pengembangan infrastruktur kota
C. Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Kabupaten/Kotayang | APBN, APBD, Kem. PU,
Pertumbuhan Lokal ditetapkan sebagai Inventaris Kemenda
PKL swasta dan/atau | gri
kerja sama
pendanaan
1. Pengembangan/Peningkatan fungsi PKL
2. Pengembangan baru fungsi PKL
3. Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi PKL
D. Pengendalian Kota-kota PKL Berbasis Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota yang | APBN, APBD, Kem. PU,
ditetapkan sebagai Inventaris Kemenda
PKL swasta dan/atau | gri
kerja sama
pendanaan

1. Rehabilitasi kota PKL akibat bencana alam

2. Pengendalian perkembangan kota-kota PKL berbasis
Mitigasi Bencana




Tabel Indikasi Program Utama Perwujudan Sistem Jaringan

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. LAl SUMBER . n m v,
INDIKASI PROGRAM UTAMA PENDANAAN .
UTAMA PENDUKUN - b -
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 2020 2024
2019 2024 2029
Perwujudan Sistem Transportasi
A Perwujudan Sistem Jaringan Jalan
1. Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas Dinas Cipta
dilalui Jaringan Jalan Inventaris Bina Karya dan
Arteri Primer swasta dan/atau | Marga Tata Ruang
kerja sama
pendanaan

Perbatasan Jawa Barat — Tegal — Pekalongan —
Semarang — Kudus — Pati — Perbatasan Jawa Timur

Perbatasan Jawa Barat — Cilacap — Kebumen —
Perbatasan Yogyakarta;

Surakarta - Perbatasan Yogyakarta;

Semarang — Bawen;

Bawen — Salatiga — Boyolali — Surakarta — Sragen —
Mantingan;

Bawen — Magelang — Perbatasan Yogyakarta;

Jalan lingkar Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang —
Pekalongan, Ungaran, Ambarawa, Salatiga, Bumiayu dan
Pati;

Ruas Baru lingkar metropolitan Kedungsepur;

Ruas Baru metropolitan Subosukawonosraten;

Ruas Baru metropolitan Bregasmalang




INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. INDIKASI PROGRAM UTAMA HOASt SUMBER | 1] 11 v
PENDANAAN
UTAMA PENDUKUNG _ B -
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 2015 2020 2024
2019 2024 2029
2. Pengembangan Jaringan Kolektor Primer Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas Dinas Cipta
dilalui Jaringan Jalan Inventaris Bina Karya dan
Kolektor Primer swasta dan/atau | Marga Tata Ruang
kerja sama
pendanaan

Pejagan — Ketanggungan, Ketanggungan — Prupuk,
Tegal — Slawi — Prupuk — Ajibarang — Purwokerto,
Purwokerto — Sokaraja, Sokaraja — Purbalingga, Randu

Dongkal — Bobotsari, Purbalingga - Bobotsari,
Purbalingga - Klampok, Mandiraja - Gombong,
Selokromo-Prembun,  Banjarnegara -  Wanayasa,
Magelang — Salatiga, Boyolali — Klaten, Surakarta —

Sukoharjo, Sukoharjo — Wonogiri, Wonogiri — Biting,
Prembun — Selokromo, Jati — Purwodadi, Purwodadi —
Godong, Surakarta — Purwodadi - Pati, Kudus — Jepara,
Boyolali — Blabak, Bumiayu - Randudongkal -
Kebonagung — Bawang - Sukorejo — Cangkiran —
Ungaran, Weleri — Parakan, Bawang — Dieng, Slawi —
Randudongkal, Randudongkal — Moga

Gubug — Kedungjati — Salatiga

Sruwen - Karanggede — Gemolong

Perbatasan Jawa Barat — Wangon — Purwokerto —
Banyumas — Wonosobo — Secang

Semarang — Purwodadi — Blora dan Pengembangan ruas
jalan Cepu — Blora — Rembang

Bandungsari — Penanggapan — Perbatasan Jawa Barat,
Patimuan — Sidareja — Cilacap, Tawangmangu —
Perbatasan Jawa Timur, Klaten — Cawas — Jentir,
Sukoharjo — Watukelir, Wonogiri — Pacitan serta
Wonogiri — Namengan (Perbatasan Yogyakarta

Bawang-Dieng

Kebumen-Karangsambung-Banjarnegara




LOKASI

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. INDIKASI PROGRAM UTAMA SUMBER | 1] 11 v
PENDANAAN
UTAMA PENDUKUNG _ B _
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 2015 2020 2024
2019 2024 2029
3. Pengembangan Jalan Strategis Nasional Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas Dinas Cipta
dilalui Jaringan Jalan Inventaris Bina Karya dan
Strategis Nasional swasta dan/atau | Marga Tata Ruang
kerja sama
pendanaan
Jalan di sisi pantai selatan dari Cilacap (Slarang-Ayah),
Kebumen - Purworejo - Perbatasan Yogyakarta
Wiradesa — Kalibening — Wanayasa — Batur — Dieng
(Wonosobo)
Rembang — Bulu — Blora — Cepu — Padangan (Perbatasan
Jawa Timur)
4. Pengembangan Jalan Tol Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Kem. PU Dinas Bina
dilalui Jaringan Jalan Inventaris Marga, Dinas
Tol swasta dan/atau Cipkataru
kerja sama
pendanaan

Pemantapan jalan tol Semarang Seksi A, Seksi B, dan
Seksi C

Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Solo

Pengembangan jalan tol sepanjang Semarang-Demak-
Kudus-Pati-Perbatasan Jawa Timur

Pengembangan jalan tol sepanjang Perbatasan Jawa
Barat — Pejagan — Pemalang — Batang — Semarang

Pengembangan jalan tol sepanjang Solo — Sragen -
Perbatasan Jawa Timur

Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta — Solo

Pengembangan jalan tol sepanjang Yogyakarta — Bawen

Pengembangan jalan tol sepanjang Ciamis — Cilacap —
Yogyakarta

Pengembangan jalan tol sepanjang Pejagan — Cilacap




INSTANSI PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN
LAl SUMBER
INDIKASI PROGRAM UTAMA PENDANAAN | 1] 11 v
UTAMA PENDUKUNG _ B _
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 2015 2020 2024
2019 2024 2029
Perwujudan Terminal Penumpang Jalan
1. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas Dinas Cipta
terdapat Terminal Inventaris Hubkomin | Karya dan
Penumpang Tipe A swasta dan/atau | fo Tata Ruang
kerja sama
pendanaan
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten
Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten
Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten
Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan,
Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati,
Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak,
Kabupaten Temanggung, Kabupaten Pemalang, Kota
Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang,
Kota Pekalongan, Kota Tegal
2. Pengembangan Terminal Penumpang Tipe B Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas Dinas Cipta
terdapat Terminal Inventaris Hubkomin | Karya dan
Penumpang Tipe B swasta dan/atau | fo Tata Ruang
kerja sama
pendanaan
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, Kabupaten
Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kudus,
Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten
Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal,
Kabupaten Brebes, Kota Semarang
Perwujudan Sistem Jaringan Jalur Kereta Api
1. Pengembangan Kereta Api Regional Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, PT Kereta | Dinas
dilalui Jaringan Jalur Inventaris Api Hubkominfo,
Kereta Api Regional swasta dan/atau Dinas
kerja sama Cipkataru
pendanaan
Jalur Utara menghubungkan, Semarang-Jakarta,
Semarang — Surabaya dan Semarang — Bandung




INSTANSI PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN
LOKASI SUMBER
INDIKASI PROGRAM UTAMA PENDANAAN | 1] 11 v
UTAMA PENDUKUNG _ B _
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 2015 2020 2024
2019 2024 2029
Jalur Selatan menghubungkan, Solo-Bandung/Jakarta
dan Solo — Surabaya
Jalur Utara — Selatan menghubungkan, Semarang — Solo
— Malang — Surabaya
Jalur Tengah menghubungkan Semarang — Solo
Pengembangan Rel ganda, meliputi jalur Semarang -
Pekalongan — Tegal — Cirebon, Solo — Yogyakarta —
Kutoarjo - Kroya, Solo - Madiun, Kroya — Purwokerto —
Prupuk - Cirebon
2. Pengembangan Kereta Api Komuter Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, PT Kereta | Dinas
dilalui Jaringan Jalur Inventaris Api Hubkominfo,
Kereta Api Komuter swasta dan/atau Dinas
kerja sama Cipkataru
pendanaan
jalur Semarang — Demak
jalur Solo-Boyolali
jalur Sragen — Solo — Klaten — Jogyakarta — Kutoarjo
jalur Solo-Sukoharjo-Wonogiri
jalur Kedungjati-Tuntang-Ambarawa
jalur Slawi-Purwokerto
jalur Brumbung — Semarang — Tegal — Slawi
jalur Purwokerto — Kutoarjo
jalur Semarang — Cepu
jalur Magelang — Yogyakarta
jalur Semarang — Demak — Kudus — Pati — Rembang
3. Pengembangan Prasarana Penunjang Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, PT Kereta | Dinas
terdapat Prasarana Inventaris Api Hubkominfo,
Penunjang Jaringan swasta dan/atau Dinas
Jalur Kereta Api kerja sama Cipkataru
pendanaan
Pengembangan lintasan underpass/flyover
persimpangan kereta api di Jawa Tengah

10




NO.

INDIKASI PROGRAM UTAMA

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

UTAMA

PENDUKUNG

2010

2011

2012

2013

2014

2015-
2019

2020-
2024

2024-
2029

Peningkatan stasiun utama di Semarang

Peningkatan stasiun utama di Surakarta

Peningkatan stasiun-stasiun kelas I, kelas 11 dan kelas
111, yaitu di: Kabupaten Cilacap: 4 buah stasiun,
Kabupaten Banyumas: 3 buah stasiun, Kabupaten
Kebumen: 5 buah stasiun, Kabupaten Purworejo: 3 buah
stasiun, Kabupaten Klaten: 5 buah stasiun, Kabupaten
Sukoharjo: 2 buah stasiun, Kabupaten Wonogiri: 1 buah
stasiun, Kabupaten Sragen: 2 buah stasiun, Kabupaten
Grobogan: 2 buah stasiun, Kabupaten Blora: 1 buah
stasiun, Kabupaten Kendal: 2 buah stasiun, Kabupaten
Batang: 1 buah stasiun, Kabupaten Pekalongan: 1 buah
stasiun, Kabupaten Pemalang: 3 buah stasiun,
Kabupaten Tegal: 1 buah stasiun, Kabupaten Brebes: 6
buah stasiun, Kota Surakarta: 2 buah stasiun, Kota
Pekalongan: 1 buah stasiun, Kota Tegal: 1 buah stasiun

Revitalisasi stasiun lama untuk rencana pengoperasian
kereta komuter dan antar kota, meliputi: Stasiun
Purbalingga, Stasiun Banjarnegara, Stasiun Wonosobo,
Stasiun Rembang, Stasiun Pati, Stasiun Juwana, Stasiun
Kudus, Stasiun Demak

Pengembangan stasiun di Boyolali

Peningkatan dry port di Jebres Surakarta

Perwujudan sistem transportasi angkutan sungai dan danau

Kabupaten/Kota yang
dilalui/terdapat sistem
transportasi angkutan
sungai dan danau

APBN, APBD,
Inventaris
swasta dan/atau
kerja sama
pendanaan

Dinas
Hubkomin
fo

PT ASDP,
Dinas Cipta
Karya dan
Tata Ruang

Angkutan wisata sungai di Sungai Kaligarang Semarang

Angkutan wisata waduk di Waduk Kedongombo, Waduk
Sempor, Waduk Penjalin, Waduk Malahayu, Waduk
Cacaban, Waduk Mrica, Waduk Wadaslintang, Waduk
Wonogiri, Waduk Seloromo/Gembong

11




INSTANSI PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN

INDIKASI PROGRAM UTAMA HOASt SUMBER | 1] 11 v
PENDANAAN
UTAMA PENDUKUNG _ B _
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 2015 2020 2024
2019 2024 2029
Perwujudan sistem transportasi penyeberangan Kabupaten Cilacap, APBN, APBD, Dinas PT ASDP,
Jepara, Kendal dan Inventaris Hubkomin | Dinas Cipta
Kota Tegal swasta dan/atau | fo Karya dan
kerja sama Tata Ruang
pendanaan
Pemantapan dan pengembangan pelabuhan
penyeberangan di Cilacap
Pengembangan pelabuhan penyeberangan Coastal Ferry
di Tegal
Pengembangan pelabuhan penyeberangan di Jepara
Pengembangan pelabuhan penyeberangan di Kendal
Perwujudan Pelabuhan Umum dan Terminal Khusus Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas PT Pelindo,
terdapat Pelabuhan Inventaris Hubkomin | Dinas Cipta
swasta dan/atau | fo Karya dan
kerja sama Tata Ruang
pendanaan

Pemantapan dan Pengembangan pelabuhan utama
Tanjung Emas di Kota Semarang dan Tanjung Intan di
Kabupaten Cilacap

Pemantapan dan Pengembangan pelabuhan pengumpul
Juwana di Kabupaten Pati, pelabuhan Batang di
Kabupaten Batang, dan pelabuhan Tegal di Kota Tegal

Pengembangan pelabuhan pengumpan meliputi
Pelabuhan Rembang di Kabupaten Rembang, Pelabuhan
Jepara di Kabupaten Jepara, Pelabuhan Karimunjawa di
Pulau Karimunjawa, Pelabuhan Pekalongan di Kota
Pekalongan, Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes,
pelabuhan Wonokerto di Kabupaten Pekalongan,
Pelabuhan Lasem di Kabupaten Rembang dan Pelabuhan
Pemalang di Kabupaten Pemalang

Pengembangan Terminal Khusus

12




INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. LAl SUMBER
INDIKASI PROGRAM UTAMA PENDANAAN | 1] 11 v
UTAMA | PENDUKUNG 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015- 2020- 2024-
2019 2024 2029
G. Perwujudan Bandar Udara
1. Pengembangan Bandar Udara Umum Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas PT Angkasa
terdapat Bandara Inventaris Hubkomin | Pura, TNI AD,
Umum swasta dan/atau | fo TNI AU, Dinas
kerja sama Cipkataru,
pendanaan Pemkot
Semarang,
Pemkab di
Kedungsepur,
Pemkot
Surakarta,
Pemkab
Boyolali,
Sukoharjo,
Cilacap,
Purbalingga,
Jepara, Tegal
bandar udara pengumpul sekunder skala internasional
yaitu Bandar Udara Ahmad Yani di Kota Semarang dan
Bandar Udara Adisumarmo di Kota Surakarta
bandar udara pengumpan yaitu Bandar Udara Tunggul
Wulung di Cilacap, Bandar Udara Dewandaru di
Kabupaten Jepara dan Lokasi Lain
2. pengembangan bandar udara khusus Kabupaten Blora APBN, APBD, Dinas PT Pertamina,
Inventaris Hubkomin | Dinas
swasta dan/atau | fo Cipkataru,
kerja sama Pemkab Blora
pendanaan

Bandar Udara Ngloram Cepu di Kabupaten Blora

3. penataan kawasan keselamatan operasional penerbangan

Kabupaten/Kota yang

terdapat Bandara
dan/atau dilalui jalur
penerbangan

13




INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. INDIKASI PROGRAM UTAMA SOt SUMBER 1 1] 11 v
PENDANAAN
UTAMA PENDUKUNG - - -
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 2015 2020 2024
2019 2024 2029
Penataan kawasan pendekatan dan lepas landas untuk
ketinggian bangunan sesuai dengan slope 1,6%, tetapi
untuk jarak 1100 m dari ujung landas pacu tidak
diperkenankan adanya bangunan dan 2900 m
selanjutnya, tidak diperkenankan bangunan/obyek yang
dapat menambah tingkat fatalitas kecelakaan.
Penataan kawasan di bawah permukaan horizontal
dalam, batas ketinggian bangunan maksimal 45 m dari
ambang landas pacu terendah (untuk radius 4 km).
Penataan kawasan di bawah permukaan horizontal luar
dengan radius antara 6 km samapi dengan 15 km batas
ketinggian maksimal150 m dari ambang landas pacu
terendah.
Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi
A. 1. pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas PT
dilalui jaringan Inventaris Hubkomin | Telekomunika
telekomunikasi swasta dan/atau | fo si, Dinas
kerja sama Cipkataru
pendanaan
pembangunan jaringan telepon kabel ke semua
kabupaten/kota
pembangunan jaringan telepon tanpa kabel yang
menjangkau semua kawasan terutama daerah terisolir
Pembangunan jaringan layanan internet pada fasilitas
umum di Ibukota Kabupaten/Kota
pembangunan serat optik yang menghubungkan kota-
kota di pantai utara dan pantai selatan
Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
A. Pengembangan Sungai
1. Konservasi Sumber Daya Air Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, Dipertan,
termasuk dalam Inventaris PSDA Dinhut, Dinas
Wilayah Sungai swasta dan/atau Perkebunan
kerja sama
pendanaan

Wilayah Sungai Pemali Comal

14




INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. INDIKASI PROGRAM UTAMA SOt SUMBER 1 1] 1 v
PENDANAAN
UTAMA PENDUKUNG _ B _
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 2020 2024
2019 2024 2029
Wilayah Sungai Jratun Seluna
Wilayah Sungai Serayu Bogowonto
Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung
Wilayah Sungai Citanduy
Wilayah Sungai Progo Opak Serang
Wilayah Sungai Bengawan Solo
Wilayah Sungai Bodri Kuto
Wilayah Sungai Wiso Gelis
Wilayah Sungai Karimunjawa
2. Pendayagunaan sumber daya air sungai Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, Dipertan,
termasuk dalam Inventaris PSDA Dinhut, Dinas
Wilayah Sungai swasta dan/atau Perkebunan,
kerja sama PDAM
pendanaan Kab/kota
terkait SWS

Wilayah Sungai Pemali Comal

Wilayah Sungai Jratun Seluna

Wilayah Sungai Serayu Bogowonto

Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung

Wilayah Sungai Citanduy

Wilayah Sungai Progo Opak Serang

Wilayah Sungai Bengawan Solo

Wilayah Sungai Bodri Kuto

Wilayah Sungai Wiso Gelis

Wilayah Sungai Karimunjawa
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INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. INDIKASI PROGRAM UTAMA HOASt SUMBER | 1] 11 v
PENDANAAN
UTAMA PENDUKUNG _ B -
2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 2015 2020 2024
2019 2024 2029
3. Pengendalian daya rusak air sungai Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, Dipertan,
termasuk dalam Inventaris PSDA Dinhut, Dinas
Wilayah Sungai swasta dan/atau Perkebunan
kerja sama
pendanaan
Wilayah Sungai Pemali Comal
Wilayah Sungai Jratun Seluna
Wilayah Sungai Serayu Bogowonto
Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung
Wilayah Sungai Citanduy
Wilayah Sungai Progo Opak Serang
Wilayah Sungai Bengawan Solo
Wilayah Sungai Bodri Kuto
Wilayah Sungai Wiso Gelis
Wilayah Sungai Karimunjawa
B. Pengembangan Waduk
1. Konservasi sumber daya air waduk Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, Dipertan,
terdapat waduk Inventaris PSDA Dinhut, Dinas
swasta dan/atau Perkebunan
kerja sama
pendanaan

Waduk Kedungombo

Waduk Wonogiri

Waduk Sempor

Waduk Cacaban

Waduk Wadaslintang

Waduk Mrica/Sudirman

Waduk Malahayu

Waduk Rawapening
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INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO. INDIKASI PROGRAM UTAMA HOASt SUMBER | 1] 11 v
PENDANAAN
UTAMA PENDUKUNG _ B _
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2024
2019 2024 2029
2. Pendayagunaan sumber daya air waduk Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, Dipertan,
terdapat waduk Inventaris PSDA Dinhut, Dinas
swasta dan/atau Perkebunan
kerja sama
pendanaan
Waduk Kedungombo
Waduk Wonogiri
Waduk Sempor
Waduk Cacaban
Waduk Wadaslintang
Waduk Mrica/Sudirman
Waduk Malahayu
Waduk Rawapening
3. Pengendalian daya rusak air waduk Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, Dipertan,
terdapat waduk Inventaris PSDA Dinhut, Dinas
swasta dan/atau Perkebunan
kerja sama
pendanaan

Waduk Kedungombo

Waduk Wonogiri

Waduk Sempor

Waduk Cacaban

Waduk Wadaslintang

Waduk Mrica/Sudirman

Waduk Malahayu

Waduk Rawapening
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UTAMA PENDUKUNG _ B _
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C. Pengembangan Embung Seluruh APBN, APBD, Dinas BLH, Dipertan,
kabupaten/kota Inventaris PSDA Dinhut, Dinas
swasta dan/atau Perkebunan
kerja sama
pendanaan
Pembuatan embung-embung di setiap kabupaten/kota
untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian
banijir
Pembuatan area resapan air melalui program konversi
lahan tidak produktif
Konservasi embung-embung eksisting yang ada di Jawa
Tengah
D. Pengembangan Jaringan Air Bersih Seluruh APBN, APBD, Dinas BLH, Dinas
kabupaten/kota Inventaris PSDA Cipkataru,
swasta dan/atau PDAM
kerja sama Kab/Kota
pendanaan terkait SWS
pembangunan bendungan di sungai-sungai yang
potensial sebagai upaya memperbanyak tampungan air
bagi keperluan cadangan air baku
pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan
perkotaan
pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan
dari sumber air tanah dan air permukaan
E. Pengembangan jaringan irigasi Kabupaten/kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, Dipertan,
dilalui dan dilayani Inventaris PSDA Dinas
Jaringan irigasi swasta dan/atau Cipkataru
kerja sama
pendanaan

peningkatan jaringan irigasi teknis di semua Kabupaten/
Kota untuk memenuhi luasan lahan pertanian pangan
berkelanjutan

pembangunan irigasi dari air tanah pada daerah-daerah
yang sulit dijangkau oleh irigasi teknis

Pembangunan waduk sebagai upaya untuk
meningkatkan suplai air pada jaringan irigasi teknis
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PENDANAAN
UTAMA PENDUKUNG - B -
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015 2020 2024
2019 2024 2029

Perwujudan Sistem Jaringan Energi

Pengembangan Jaringan Energi Listrik Kabupaten/kota yang APBN, APBD, Dinas Kem. ESDM,
dilalui/terdapat Sistem | Inventaris ESDM PT PGN, PT
Jaringan Energi Listrik | gyasta dan/atau PLN

kerja sama
pendanaan

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di
Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara,
Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten
Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang,
Kabupaten Kendal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten
Tegal, Kabupaten Brebes

Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kabupaten-
Kabupaten di Jawa Tengah

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten-
Kabupaten di Jawa Tengah

Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Kabupaten Cilacap,
Rembang, Jepara, Kendal, Batang, Kota Semarang

Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi dengan kapasitas
500 kV membentang Mandirancan-Brebes-Tegal-
Pemalang-Pekalongan-Batang-Kendal-Ungaran, Tanjung
Jati B (Jepara) — Purwodadi-Ungaran, Ungaran-Pedan
(Klaten), Ungaran-Purwodadi-Cepu-Krian Sirkit 1,
Klaten-Purworejo-Kebumen-Cilacap-Tasikmalaya, Klaten-
Wonogiri-Kediri

Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan kapasitas 150
kV membentang antar kabupaten di Jawa Tengah

Pengembangan Jaringan Energi BBM dan Gas Kabupaten/kota yang APBN, APBD, Dinas Kem. ESDM,
dilalui/terdapat Sistem | Inventaris ESDM PT PGN, PT
Jaringan Energi BBM swasta dan/atau PLN, PT

& Gas kerja sama

pendanaan Pertamina

Pembangunan pipa BBM Teras — Pengapon dan Cepu -
Rembang - Pengapon Semarang

pembangunan Depo BBM di Kabupaten Cilacap, Tegal,
Boyolali, Blora dan Kota Semarang

Pembangunan pipa gas Cirebon — Semarang — Bangkalan,
Semarang — Kalimantan Timur, Semarang — Kepodang,
Kepodang — Rembang — Pati — Jepara — Semarang
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WAKTU PELAKSANAAN
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PENDANAAN
UTAMA PENDUKUNG _ B _
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Pembangunan pipa gas Semarang — Kendal
Pembangunan pipa gas Blora — Grobogan — Demak —
Semarang
Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji di Kabupaten/Kota
C. Pengembangan Energi Alternatif Seluruh APBN, APBD, Dinas Kem. ESDM,
kabupaten/kota Inventaris ESDM PT PGN, PT
swasta dan/atau PLN. PT
kerja sama Pertamina
pendanaan
Pembangkit Listrik Tenaga Alternatif di seluruh Kabupaten/
Kota di Jawa Tengah
Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan
A. Pengembangan prasarana persampahan Kabupaten/kota yang APBN, APBD, Dinas Kem. PU,
terdapat Sistem Inventaris Cipkataru | Kab/Kota
Jaringan Prasarana swasta dan/atau terkait
Persampahan kerja sama Prasarana
pendanaan
Persampahan
Tempat Pengolahan Akhir Sampah Regional
direncanakan di Metropolitan Kedungsepur, Metropolitan
Bregasmalang, Metropolitan Subosukawonosraten,
Purwomanggung dan Petanglong
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah lokal direncanakan di
setiap Kabupaten yang diluar wilayah pelayanan Tempat
Pengelolaan Akhir Sampah regional yang berada di
Metropolitan
pembangunan Tempat Pemrosesan Sementara di lokasi-
lokasi strategis
B. Pengembangan prasarana limbah dan drainase Kabupaten/kota yang APBN, APBD, Dinas Kem. PU,
terdapat Sistem Inventaris Cipkataru Kab/Kota
Jaringan Limbah dan swasta dan/atau terkait
Drainase kerja sama Prasarana
pendanaan .
Limbah,
Drainase

Penyediaan sistem pengolahan limbah cair domestik
sesuai kebutuhan pada kawasan perkotaan
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1 1 1 v
2015- 2020- 2024-
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2019 2024 2029

Pembangunan tempat pengolahan limbah industri Bahan
Berbahaya dan Beracun

Pembangunan IPAL dan IPLT di kawasan perkotaan di
tiap Kabupaten/Kota

Pengembangan sistem drainase terpadu di seluruh
ibukota kabupaten/kota

Pengembangan sumur resapan di tiap bangunan
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Tabel Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang

INSTANSI PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN
1 1 n v
INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN | yTAMA | PENDUKUNG 2015- 2020- | 2025-
NO 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
: 2019 2024 2029
Perwujudan Hutan Lindung
A. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, BPN, Biro
mempunyai Hutan Inventaris Kehutan | Pemerintahan
Lindung (terutama swasta dan/atau | g
yang belum ada kerja sama
. pendanaan
paduserasi dengan
Dinas Kehutanan)
1. Identifikasi Batas dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
Lindung Provinsi Jawa Tengah
2. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi
Kawasan Hutan Lindung Provinsi Jawa Tengah
3. Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya dalam
Hutan Lindung
4 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Penyangga
Hutan Lindung
5. Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan hutan lindung
yang mengalami kerusakan
B. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, BPN, Biro
terdapat kawasan Inventaris Kehutan | Pemerintahan
hutan lindung swasta dan/atau | g
kerja sama
pendanaan
1. Pemantapan Batas dan Pematokan Kawasan Hutan
Lindung
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2. Relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan lindung
secara bertahap dikembalikan kawasan lindung

3. Pemaduserasian Tata Guna Hutan antara Dinas

Kehutanan dengan tiap Kota/ Kabupaten yang mempunyai

hutan lindung.

4 Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya
penebangan liar dan kebakaran hutan

5 Penyusunan DED Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

6 Pembangunan Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Perwujudan Kawasan Lindung yang Dikelola
Masyarakat

Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan

Kabupaten/Kota yang
mempunyai Kawasan
Lindung yang dikelola
masyarakat

APBN, APBD,
Inventaris
swasta dan/atau
kerja sama
pendanaan

Dinhut

BLH, BPN, Biro
Pemerintahan

1. Identifikasi Batas dan Pemanfaatan Kawasan Lindung
yang dikelola masyarakat di Provinsi Jawa Tengah

2 Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi
Kawasan Lindung yang dikelola masyarakat di Provinsi
Jawa Tengah

3 Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya dalam
Kawasan Lindung yang dikelola masyarakat.
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INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER 0 0t o I
PENDANAAN | yTAMA | PENDUKUNG 2015- 2020- | 2025-
NO 2010 2011 | 2012 | 2013 2014
. 2019 2024 2029
4 Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan lindung yang
dikelola masyarakat yang mengalami kerusakan
B. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, BPN, Biro
mempunyai Kawasan Inventaris Kehutan | Pemerintahan
Lindung yang dikelola iwgsta dan/atau | ap
masyarakat erja sama
pendanaan
1 Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya
penebangan liar dan kebakaran hutan
2 Relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan lindung
secara bertahap dikembalikan kawasan lindung
Perwujudan Kawasan Resapan Air
A. Rehabilitasi dan pemantapan Fungsi Kawasan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, BLH, Dinas
terdapat Kawasan Inventaris Kehutanan,
Resapan Air swasta dan/atau BPN, Dinas
kerja sama PSDA, Dinas
ndanaan ’
pendanaal ESDM

1 Invetarisasi Penggunaan Lahan Kawasan Resapan Air

2 Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan atau Reboisasi
Kawasan Resapan Air Jawa Tengah

3 Rencana Pengelolaan Kawasan Resapan Air

4 Pemantapan Batas dan Pemetaan Kawasan Resapan Air

5 Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan lindung yang
secara fisiografis seperti hutan lindung - yang mengalami
kerusakan

24




INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

Perikanan dan
Kelautan, BPBD

INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER 0 0t o I
PENDANAAN | yTAMA | PENDUKUNG 2015- 2020- | 2025-
NO 2010 2011 | 2012 | 2013 2014
. 2019 2024 2029
B. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, BLH Dinas
terdapat Kawasan Inventaris Kehutanan,
Resapan Air swasta dan/atau BPN, Dinas
kerja sama PSDA, Dinas
pendanaan ESDN{
1 Pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya
penebangan liar dan kebakaran hutan
2 Relokasi fungsi budidaya yang berada di hutan lindung
secara bertahap dikembalikan kawasan lindung
Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat
A. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan APBN, APBD, Dinas BLH, Dinas
Inventaris PSDA Kehutanan,
swasta dan/atau BPN, Dinas
kerja sama PSDA, Dinas
pendanaan ’

1. Inventarisasi dan Pemantapan fungsi Kawasan Sempadan
Mata Air Provinsi Jawa Tengah

2. Inventarisasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Sempadan

Sungai Provinsi Jawa Tengah

Per SWS/ Per DAS

3. Inventarisasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Sempadan

Waduk Provinsi Jawa Tengah

Provinsi

4. Inventarisasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Sempadan

Pantai Provinsi Jawa Tengah

Provinsi atau Per
Kota/ Kabupaten

5. Rehabilitasi kawasan sempadan pantai, sungai, mata air,
waduk yang rusak

6. Inventarisasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan RTH
Perkotaan di Provinsi Jawa Tengah

7. Penyusunan Arahan Insentif dan Disinsentif dalam
Pengembangan Kawasan Sempadan Sungai, Rawa, Pantai
dan Danau

Provinsi atau per Kota
Kabupaten
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INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER
PENDANAAN | yTAMA | PENDUKUNG 2015- 2020- | 2025-
NO 2010 2011 | 2012 | 2013 2014
0 2019 2024 2029
B. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan APBN, APBD, Dinas Dinas
Inventaris PSDA Kehutanan,
swasta dan/atau BPN. Dinas
kerja sama PSDA, Dinas
pendanaan ESDN{
1 Identifikasi dan Pengelolaan Kawasan Budidaya dalam Provinsi atau per Kota
Kawasan Perlindungan Setempat. Kabupaten
2 Pengembangan dan pengelolaan sempadan pantai, mata Kawasan sekitar
air, sungai, waduk, embung sebagai fungsi lindung sesuai | waduk/rawa/danau
criteria yang berlaku tersebar pada semua
wilayah Kabupaten/
Kota yang memiliki
waduk/rawa/danau.;
3 Relokasi fungsi budidaya yang berada di sekitar kawasan sungai; pantai,
sempadan secara bertahap dikembalikan ke fungsi
kawasan lindung
Perwujudan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam
dan Cagar Budaya
A. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan APBN, APBD, Dinas Bappeda, BLH,
Inventaris Kehutan | Dinas
swasta dan/atau | g, Pariwisata,
kerja sama Dinas PSDA,
pendanaan BPN. Dinas
ESDM, Dinas
Cipta Karya dan
Tata Ruang
1 Penyusunan Masterplan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian
dan Cagar Budaya
2 Penyusunan Masterplan Museum Alam s
3 Identifikasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Cagar Provinsi
Budaya Provinsi Jawa Tengah
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4 Inventerisasi dan Penetapan Batas Kawasan serta
Pengelolaan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Konservasi
Perairan

Provinsi

5 Pemantapan Batas dan Pematokan Kawasan Suaka Alam,
Cagar Alam

Kota/ Kabupaten yang
terdapat Suaka Alam,
Pelesatrian Alam dan
Cagar Alam

6 Rehabilitasi dan atau reboisasi kawasan Suaka Alam,
Pelestarian Alam dan Cagar Alam yang mengalami
kerusakan

7 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Pemantauan
Berkala untuk Mencegah Degradasi Lingkungan oleh
Bencana dan Manusia

8 Penataan dan relokasi fungsi budidaya yang berada di
kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya
secara bertahap dalam Kerangka Pemulihan Fungsi
Kawasan

9. Pemantapan dan Pengembangan Fungsi Kawasan Hutan
Bakau/Mangrove di Provinsi Jawa Tengah

Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam,
Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

APBN, APBD,
Inventaris
swasta dan/atau
kerja sama
pendanaan

Dinas
Kehutan
an

Bappeda, BLH,
Dinas
Pariwisata,
Dinas PSDA,
BPN, Dinas
ESDM, Dinas
Cipta Karya dan
Tata Ruang

1. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Kegiatan
Wisata Terbatas

2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Kegiatan
Pengembangan Iimu Pengetahuan

3. Pengembangan Masyarakat Sekitar Kawasan
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Perwujudan Kawasan Rawan Bencana
A. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Rawan APBN, APBD, BPBD Bappeda, BLH,
Bencana Inventaris Dinas Cipta
swasta dan/atau Karya dan Tata
kerja sama Ruang
pendanaan
1 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan Kota/ Kabupaten yang
Rencana Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Rawan rawan bencana alam
Bencana Kota/Kabupaten
2. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan Model Provinsi dan atau
Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Kota/ Kabupaten yang
rawan bencana alam
3. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan DED Provinsi dan atau
Kawasan dan Shelter sebagai Tempat Evakuasi Mitigasi Kota/ Kabupaten yang
Bencana rawan bencana alam
4 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan DED Provinsi
Jalur Evakuasi, Area Penyelamatan dan Jalur Bantuan
Kawasan Rawan Bencana Tsunami Kawasan Pantai
Selatan Jawa Tengah
5 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Kota/ Kabupaten yang
Rehabilitasi/Penataan Kawasan Lindung yang Rusak rawan bencana alam
6 Rehabiltasi Kawasan Rawan Longosr dan Patahan melalui
Penetapan Kawasan Sempadan Bencana sebagai Jalur
Hijau
B. Pengendalian dan Pengelolaan Kawasan APBN, APBD, BPBD Bappeda, BLH,
Inventaris Dinas Cipta
swasta dan/atau Karya dan Tata
kerja sama Ruang
pendanaan
1 Penataan dan relokasi kawasan permukiman yang berada
dalam kawasan zona bahaya
2. Pengendalian Kawasan rawan bencana melalui Penguatan
Sistem Informasi dan Kelembagaan
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INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

Perkebunan,
Dinas Perikanan
dan Kelautan

INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER 0 0t o I
PENDANAAN | yTAMA | PENDUKUNG 2015- 2020- | 2025-
NO 2010 2011 | 2012 | 2013 2014
. 2019 2024 2029
3. pengelolaan Kawasan Rawan Bencana melalui Penguatan
dan penataan Kelembagaan
4. Pengelolaan Kawasan melalui Penataan Jalur Evakuasi,
Area Penyelamatan dan Jalur Bantuan
Perwujudan Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah
dan Kawasan Pengungsian Satwa
A. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan APBN, APBD, BLH Dinas
Inventaris Kehutanan,
swasta dan/atau Dinas Pertanian,
kerja sama Dinas
endanaan
P Perkebunan,
Dinas Perikanan
dan Kelautan
1. Inventarisasi dan Pemetaan Kawasan Perlindungan Provinsi atau Tiap
Plasma Nutfah Kota/ Kabupaten
2. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Luas Provinsi atau Tiap
Wilayah yang Memungkinkan Proses Pertumbuhan Jenis Kota/ Kabupaten
Plasma Nutfah
3. Rehabilitasi dan Konservasi Kawasan Plasma Nutfah dan
Pengungsian Satwa
Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan APBN, APBD, BLH Dinas
Inventaris Kehutanan,
swasta dan/atau Dinas Pertanian,
kerja sama Dinas
pendanaan

1. Penataan dan Penetapan Batas Wilayah Kawasan Sekitar
Kawasan Pengungsian Satwa

2. Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Plasma
Nutfah dan Kawasan Pengungsian Satwa
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INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER 0 0t o I
PENDANAAN | yTAMA | PENDUKUNG 2015- 2020- | 2025-
NO 2010 2011 | 2012 | 2013 2014
0 2019 2024 2029
Perwujudan Kawasan Lindung Geologi
A. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan APBN, APBD, Dinas BLH, Dinas
Inventaris ESDM Pariwisata,
swasta dan/atau Dinas
kerja sama Kehutanan
pendanaan
1. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi dan
Pemetaan Kawasan Karst dan Cagar Alam Geologi
2. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi dan
Pemetaan Kawasan Imbuhan Air
3. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Identifikasi dan
Penataan Kawasan Imbuhan Air
4 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Identifikasi dan
Penataan Kawasan Karst dan Cagar Alam Geologi
Sebagai Kawasan Wisata Alam Dan Penelitian.
5 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan DED
Prasarana dan Sarana Wisata dan Pengembangan Iimu
Pengetahuan
6. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Batas
Wilayah Kawasan Imbuhan Air
7 Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Batas Kota Kabupaten yang
Wilayah Kawasan Kars dan Kawasan Geologi mempunyai kawasan
Kars dan Kawasan
Geologi
8. Rehabilitasi Kawasan Kars dan Cagar Alam Geologi yang
rusak
Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan APBN, APBD, Dinas BLH, Dinas
Inventaris ESDM Pariwisata,
swasta dan/atau Dinas
kerja sama Kehutanan
pendanaan

1. Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif dalam
Pengelolaan Kawasan
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2. Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pola Pengelolan
di Sekitar Kawasan Kars dan Cagar Alam Geologi
3. Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pola
Pengelolaan di Sekitar Re-Charge Kawasan Imbuhan Air
4. Pengembangan Kawasan Kars dan Cagar Alam Geologi
untuk Kegiatan Wisata dan Pengembangan limu
Pengetahuan
5. Pengembangan Kawasan melalui Penetapan Sabuk Hijau
untuk Perlindungan Kawasan Kars dan Cagar Alam
Geologi
KAWASAN BUDIDAYA
Perwujudan Pengembangan Kawasan Hutan Produksi
A. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, BPN, Biro
terdapat hutan Inventaris Kehutan | Pemerintahan
produksi swasta dan/atau | 5/
kerja sama Perum
pendanaan
Perhuta

1. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi
Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi
Tetap

2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang Mengalami
Kerusakan

3. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Batas
Kawasan Hutan Produksi

4. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Konservasi dari
Kerusakan Akibat Pengambilan Hasil Hutan yang Tidak
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terkendali
5. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penataan dan
Pembinaan Lingkungan Masyarakat yang Bermukim di
Kawasan Sekitar Hutan Produksi
B. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, BPN, Biro
terdapat hutan Inventaris Kehutan | Pemerintahan,
produksi swasta dan/atau | gp/ Dinas
kerja sama Perum Perkebunan,
pendanaan - -
Perhuta Dinas Pariwisata
ni
1. Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan
untuk Kebutuhan Industri
2. Pengelolaan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat
3. Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk
Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi
4. Pengembangan Secara Terbatas dan Selektif bagi
Kegiatan Wisata dan llmu Pengetahuan di Dalam
Kawasan Hutan Produksi
Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat
A. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas BLH, BPN, Biro
terdapat hutan rakyat Inventaris Kehutan | Pemerintahan,
swa_lsta dan/atau an/ Dinas
kerja sama Perum Perkebunan,
pendanaan .
Perhuta Dinas
ni Pariwisata,
Dinas Sosial,
Biro PMD,
Bappeda
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1. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi
Kawasan
2. Rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi yang Mengalami
Kerusakan
3. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Batas
Kawasan Hutan
4. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Konservasi dari
Kerusakan Akibat Pengambilan Hasil Hutan yang Tidak
terkendali
5. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penataan dan
Pembinaan Lingkungan Masyarakat yang Bermukim di
Kawasan Sekitar Hutan
B. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinhut/ BLH, Dinas
terdapat hutan rakyat Inventaris Perum Pertanian, Dinas
swasta dan/atau | perhuta | Perkebunan,
kerja sama ni Dinas Perindag
pendanaan
1. Pengembangan dan Penyediaan Komoditas Hasil Hutan
untuk Kebutuhan Industri
2. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat
3. Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif untuk
Pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat
Perwujudan Kawasan Pertanian dan Perkebunan
Pengendalian dan Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dipertan | BKP, PSDA
Berkelanjutan memiliki Lahan Inventaris
Pertanian Basah swasta dan/atau
kerja sama
pendanaan
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2011

2012

2013 | 2014

2015-
2019

2020-
2024

2025-
2029

1. Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui
Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

2. Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui
Pengembangan Perangkat Insentif dan Disinsentif Bagi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

3. Pengendalian Pemanfaatan Lahan melalui Peningkatan
Kapasitas Kebijakan dan Kelembagaan

4. Penguatan Kapasitas SDM Pertanian dan Sistem
Informasi

5. Pemantapan Fungsi Lahan Produktif Beririgasi Teknis dan
Setengah Teknis

6. Rehabilitasi Prasarana Penunjang Produksi dan
Pemasaran Hasil Pertanian

7. Pengendalian Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan melalui Penerapan Perangkat Insentif dan
Disinsentif

Pengendalian dan Pengembangan Lahan Kering untuk
Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten/Kota yang
memiliki Lahan
Pertanian Kering

APBN, APBD,
Inventaris
swasta dan/atau
kerja sama
pendanaan

Dinas
Pertania
n/Dinas
Perkebu
nan

BKP, PSDA

1. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Inventarisasi Lahan
Nonproduktif untuk Pengembangan Kegiatan
Nonpertanian

2. Pemantapan Fungsi Kawasan Pertanian melalui

Inventarisasi Lahan Hortikultura

34




INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER 0 0t o I
PENDANAAN | yTAMA | PENDUKUNG 2015- 2020- | 2025-
NO 2010 2011 | 2012 | 2013 2014
. 2019 2024 2029
3. Pemantapan Fungsi Kawasan Perkebunan melalui Provinsi Dinas Dinas Pertanian
Inventarisasi Lahan Perkebunan Perkebu
nan
5. Pengembangan Lahan Perkebunan Biofarmaka Provinsi Dinas Dinas Pertanian
Perkebu
nan
6. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Perkebunan Provinsi Dinas Biro Hukum
Perkebu
nan
B. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sektor Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dipertan | BKP, PSDA
Pertanian Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memiliki Lahan Inventaris /Dinas
Pertanian & swasta dan/atau | Perkebu
Perkebunan kerja sama nan
pendanaan

Peningkatan produktivitas Lahan melalui Intensifikasi

Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Ekstensifikasi

Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Diversifikasi

Peningkatan Produktivitas Lahan melalui Rehabilitasi

Pengembangan Kelembagaan Produksi dan Penyuluhan
Pertanian

Pengembangan Akses Teknologi dan Pasar

Pengembangan Produksi melalui Sistem Agrobisnis
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C. Pengembangan Agropolitan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas Bappeda, BKP,
memiliki Lahan Inventaris Pertania | PSDA, Dinas
Pertanian & swasta dan/atau n/Dinas Perindag, Dinas
Perkebunan kerja sama Perkebu Cipta Karya dan
pendanaan nan Tata Ruang
Perwujudan Pengembangan Kawasan Peternakan
A. Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas Dinas
memiliki Kawasan Inventaris Peterna Pertanian/Dinas
Peternakan swasta dan/atau | kan Perkebunan
kerja sama BKP, PSDA
pendanaan
1. Pengendalian Fungsi Kawasan melalui Penetapan
Kawasan Sentra Produksi Peternakan
2. Pengendalian Fungsi Kawasan melalui Penataan Sistem
Produksi dan Distribusi Peternakan
B. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas Dinas
memiliki Kawasan Inventaris Peterna Pertanian/Dinas
Peternakan swasta dan/atau | kan Perkebunan
kerja sama BKP, PSDA
pendanaan

1. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sistem
Usaha Peternakan Rakyat

2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sistem
Penggembalaan/pastura

3. Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Produksi Ternak

4. Pengembangan Sistem Produksi melalui Agrobisnis
Ternak
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Perwujudan Pengembangan Kawasan Perikanan
A. Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Perikanan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas Dinas Pertanian
terdapat Kawasan Inventaris Perikana | BKP
Perikanan swasta dan/atau | n dan
kerja sama Kelautan
pendanaan
1. Pengendalian Fungsi Kawasan melalui Penetapan
Kawasan Sentra Produksi
2. Pengendalian Fungsi Kawasan melalui Penataan Sistem
Produksi dan Distribusi Peternakan
B. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Kabupaten/Kota yang APBN, APBD, Dinas Dinas Pertanian
terdapat Kawasan Inventaris Perikana
Perikanan swasta dan/atau | n dan
kerja sama Kelautan
pendanaan
1. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sistem
Usaha Perikanan Tangkap
2. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan untuk Sistem
Usaha Perikanan Budidaya
3. Pengembangan dan Pengelolaan Sarana Produksi
4. Pengembangan Sistem Produksi melalui Agrobisnis
C. Pengembangan Agromarinepolitan Tersebar di APBN, APBD, Dinas Dinas Cipkataru,
Kabupaten/Kota yang Inventaris Perikana | Bappeda,
mempunyai kawasan swasta dan/atau n dan Dipertan, Dinas
perikanan laut kerja sama Kelautan | Perindag
pendanaan
Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan
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A. Perencanaan Wilayah Pertambangan Mineral Logam, Bukan Tersebar di APBN, APBD, Dinas Kem. ESDM
Logam, Batuan dan Batubara Kabupaten/Kota yang Inventaris ESDM
mempunyai kawasan swasta dan/atau
pertambangan Mineral | kerja sama
Logam, Bukan Logam, | pendanaan
Batuan dan Batubara
1. Inventarisasi Potensi Pertambangan melalui Penyelidikan
dan Penelitian Pertambangan
2. Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan melalui
Eksplorasi
B. Penetapan Wilayah Pertambangan Mineral Logam, Bukan Tersebar di APBN, APBD, Dinas Kem. ESDM
Logam, Batuan dan Batubara Kabupaten/Kota yang Inventaris ESDM
mempunyai kawasan swasta dan/atau
pertambangan Mineral | kerja sama
Logam, Bukan Logam, pendanaan

1. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah
Pertambangan

2. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah
Usaha Pertambangan

3. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah
Izin Usaha Pertambangan

4. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah
Pertambangan Rakyat

5. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah
Pencadangan Negara

6. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Wilayah
Usaha Pertambangan Khusus
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7. Deliniasi Zonasi Untuk WIUP dan WIUPK Operasi Produksi
dalam Kawasan Lindung
C. Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pertambangan Tersebar di APBN, APBD, Dinas Kem. ESDM
Mineral Logam, Bukan Logam, Batuan dan Batubara Kabupaten/Kota yang Inventaris ESDM
mempunyai kawasan swasta dan/atau
pertambangan Mineral | kerja sama
Logam, Bukan Logam, pendanaan
Batuan dan Batubara
1. Pengelolaan Data dan Informasi Pertambangan
2. Pengembangan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan
D. Pengembangan dan Pengelolaan Pertambangan Panas Bumi, Tersebar di APBN, APBD, Dinas Kem. ESDM, PT
Minyak dan Gas Kabupaten/Kota yang Inventaris ESDM Pertamina, PT
mempunyai kawasan swasta dan/atau PGN, PT PPBN
pertambangan Panas kerja sama
Bumi, Minyak dan Gas | pendanaan

Penetapan Wilayah Kerja Pertambangan

Pemberian 1zin Usaha Pertambangan

Pelaksanaan Kegiatan 1zin Usaha Pertambangan

Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat

Konservasi dan Perlindungan Lingkungan

Peningkatan Produksi Pertambangan Minyak Bumi dan Gas
melalui Pengembangan Sumur Tua/Marjinal

Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan
Pariwisata
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Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Tersebar di APBN, APBD, Dinas Bappeda, BP3,
Kabupaten/Kota yang Inventaris Pariwisa | Dinas Cipta
mempunyai kawasan swasta dan/atau | ta Karya dan Tata
pariwisata kerja sama Ruang, Dinas
pendanaan Perhubungan,
Komunikasi dan
Informatika,

Dinas Perikanan
dan Kelautan,
Dinas Bina
Marga, Balai
Taman
Nasional,

Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penetapan Rencana
Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

N

Identifikasi dan inventarisasi potensi daya tarik wisata

w

Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata potensial /
strategis

&

Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan wisata

u

P engembangan Destinasi Wisata, melalui Peningkatan
aksesibilitas Antarobjek wisata

(=2

. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kebijakan

N

. Peningkatan Promosi Wisata dan Pengembangan

Kerjasama pariwisata nasional dan internasional

Pengembangan Pariwisata Alternatif
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9. pengembangan Wisata Bahari
10. Pengembangan Wisata Agro
11. Perencanaan dan pengembangan daya tarik wisata religi
Perwujudan Pengembangan Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil
Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Pesisir dan Pulau- Tersebar di APBN, APBD, Dinas Bappeda, Balai
Pulau kecil Kabupaten/Kota yang Inventaris Kelautan | TN Karimun
mempunyai kawasan swasta dan/atau dan Jawa
pesisir dan pulau- kerja sama Perikana
pulau kecil pendanaan n
Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan
Industri
A. Pemantapan Fungsi Kawasan Tersebar di APBN, APBD, BPM Dinas Perindag,
Kabupaten/Kota yang Inventaris Biro
mempunyai kawasan swasta dan/atau Perekonomian
peruntukan industri kerja sama
pendanaan

1. Pemantapan Fungsi kawasan melalui Identifikasi dan
Inventarisasi Wilayah Industri

2. Pemantapan Fungsi kagwasan melalui Identifikasi dan
Inventarisasi Kawasan Industri

3 Pemantapan Fungsi kawasan melalui Peningkatan Potensi
dan Penataan Kawasan Berikat
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B. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Tersebar di APBN, APBD, BPM Dinas Perindag,
Kabupaten/Kota yang Inventaris Biro
mempunyai kawasan swasta dan/atau Perekonomian
peruntukan industri kerja sama
pendanaan
1. Pengembangan Wilayah Industri/Kawasan Peruntukan
Industri
2. Pengembangan Kawasan Industri
3. Pengembangan Kawasan Berikat
Perwujudan Pengembangan Kawasan Peruntukan
Permukiman
A. Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Tersebar di seluruh APBN, APBD, Dinas Bappeda, BPBD
Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten/Kota Inventaris Cipta
swasta dan/atau Karya
kerja sama dan
pendanaan Tata
Ruang
1. Identifikasi dan inventarisasi perumahan dan
permukiman kumuh
2. Peningkatan Kualitas permukiman
3. Penataan bangunan dan lingkungan
4. Relokasi permukiman di kawasan rawan bencana
B. Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Tersebar di seluruh APBN, APBD, Dinas Bappeda, Biro
Kabupaten/Kota Inventaris Cipkatar | Perekonomian,
swasta dan/atau | u
kerja sama
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pendanaan

1. Peremajaan permukiman kumuh

2. Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni

3.

Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana

permukiman di kawasan perdesaan

4.

Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana

permukiman di kawasan perkotaan

5.

Pengembangan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan
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INSTANSI PELAKSANA WAKTU PELAKSANAAN
NO INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER 1 11 ] v
AR T | ESNRITONS 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015- 2020- 2024-
2019 2024 2029
Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut
Kepentingan Pertahanan dan Keamanan
Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi APBN, APBD, Kem. Instansi terkait
Inventaris Pertahan fungsi
swasta, an pertahanan
dan/atau kerja
sama
pendanaan
1. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan Kawasan strategis
yang ditetapkan
Pemerintah
2. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan Kawasan strategis
yang ditetapkan
Pemerintah
Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut
Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi
Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi APBN, APBD, Dinas Bappeda, Biro
Inventaris Cipta Bangda, BPM,
swasta, Karya Dinas Perindag,
dan/atau kerja dan Tata Dinas
sama Ruang Pariwisata,
pendanaan
1. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan Kawasan  Perkotaan
Kendal-Demak-
Ungaran-Salatiga-
Semarang-
Purwodadi
(Kedungsepur)
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2015- 2020- 2024-
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Kawasan Perkotaan
Surakarta-Boyolali-
Sukoharjo-Karang-
anyar-Wonogiri-
Sragen-Klaten (Subo
sukawonosraten)

Kawasan Perkotaan
Brebes-Tegal-Slawi-
Pemalang
(Bregasmalang);

Kawasan Perkotaan
Juwana-Jepara-
Kudus-Pati
(Wanarakuti);

Kawasan Perkotaan
Pekalongan-Batang-
Kabupaten
Pekalongan
(Petanglong);

Kawasan Perkotaan
Purwokerto dan
sekitarnya

Kawasan Perkotaan
Magelang dan
sekitarnya;

Kawasan Perkotaan
Cilacap dan
sekitarnya;

Kawasan Perkotaan
Gombong-
Karanganyar-
Kebumen;

Kawasan Perkotaan
Purworejo-Kutoarjo;

Kawasan Perkotaaan
Wonosobo dan
sekitarnya;
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Kawasan Perkotaan
Temanggung-
Parakan;

Kawasan Perkotaan
Cepu;

Kawasan Koridor
Solo-Selo-
Borobudur;

Kawasan Koridor
Jalur Lintas Selatan
Selatan dan pesisir
Jawa Tengah;

Kawasan  Strategis
Ekonomi Kendal;

Kawasan Pelabuhan

Tanjung Emas
Semarang dan
Pelabuhan  Tanjung
Intan Cilacap;

Kawasan Agropolitan
Jawa Tengah;

Kawasan
Pangandaran-
Kalipucang - Segara
Anakan - Nusa
Kambangan
(Pacangsanak);

Kawasan Koridor
Perbatasan Cirebon-
Brebes-Kuningan
(Cibening);

Kawasan Koridor
Perbatasan Blora-
Tuban-Rembang-
Bojonegoro
(Ratubangnegoro);
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Kawasan Koridor
Perbatasan Pacitan-
Wonogiri-Wonosari
(Pawonsari);

Kawasan Koridor
Perbatasan
Purworejo-Kulon
Progo (Purwokulon);

Kawasan Koridor
Perbatasan  Klaten-
Sukoharjo-Wonosari
(Kesukosari);

Kawasan Majenang
dan sekitarnya;

Kawasan  Bumiayu
dan sekitarnya;

2. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

Kawasan Perkotaan
Kendal-Demak-
Ungaran-Salatiga-
Semarang-
Purwodadi
(Kedungsepur);

Kawasan Perkotaan
Surakarta-Boyolali-
Sukoharjo-Karang
anyar-Wonogiri-
Sragen-Klaten (Subo
sukawonosraten);

Kawasan Perkotaan
Brebes-Tegal-Slawi-
Pemalang
(Bregasmalang);

Kawasan Perkotaan
Juwana-Jepara-
Kudus-Pati
(Wanarakuti);
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2015- 2020- 2024-
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2019 2024 2029

Kawasan Perkotaan
Pekalongan-Batang-
Kabupaten
Pekalongan
(Petanglong);

Kawasan Perkotaan
Purwokerto dan
sekitarnya

Kawasan Perkotaan
Magelang dan
sekitarnya;

Kawasan Perkotaan
Cilacap dan
sekitarnya;

Kawasan Perkotaan
Gombong-
Karanganyar-
Kebumen;

Kawasan Perkotaan
Purworejo-Kutoarjo;

Kawasan Perkotaaan
Wonosobo dan
sekitarnya;

Kawasan Perkotaan
Temanggung-
Parakan;

Kawasan Perkotaan
Cepu;

Kawasan Koridor
Solo-Selo-
Borobudur;

Kawasan Koridor
Jalur Lintas Selatan
Selatan dan pesisir
Jawa Tengah;
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NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

UTAMA

PENDUKUNG

I I 1 v
2015- 2020- 2024-
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2019 2024 2029

Kawasan  Strategis
Ekonomi Kendal;

Kawasan Pelabuhan

Tanjung Emas
Semarang dan
Pelabuhan  Tanjung
Intan Cilacap;

Kawasan Agropolitan
Jawa Tengah;

Kawasan
Pangandaran-
Kalipucang - Segara
Anakan - Nusa
Kambangan
(Pacangsanak);

Kawasan Koridor
Perbatasan Cirebon-
Brebes-Kuningan
(Cibening);

Kawasan Koridor
Perbatasan Blora-
Tuban-Rembang-

Bojonegoro
(Ratubangnegoro);
Kawasan Koridor

Perbatasan Pacitan-
Wonogiri-Wonosari
(Pawonsari);

Kawasan Koridor
Perbatasan
Purworejo-Kulon
Progo (Purwokulon);

Kawasan Koridor
Perbatasan  Klaten-
Sukoharjo-Wonosari
(Kesukosari);
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LOKASI

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO INDIKASI PROGRAM UTAMA SUMBER 1 11 111 1\
PENDANAAN UTAMA | PENDUKURG 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015- 2020- 2024-
2019 2024 2029
Kawasan Majenang
dan sekitarnya;
Kawasan  Bumiayu
dan sekitarnya;
Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut
Kepentingan Sosial dan Budaya
Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi APBN, APBD, Dinas Dinas Cipta
Inventaris Pariwisat | Karya dan Tata
swasta, a Ruang

dan/atau kerja
sama

pendanaan

1. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan Kawasan Candi

Prambanan;

Kawasan Candi

Borobudur;

Kawasan Kraton

Kasunanan dan

Mangkunegaran;

Kawasan Candi

Dieng;

Kawasan Candi

Gedongsongo;

Kawasan Candi

Cetho dan Candi
Sukuh;

Kawasan Sangiran;

Kawasan Masjid
Agung Demak dan
Kadilangu;

Kawasan Menara
Kudus dan Gunung
Muria;
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NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

UTAMA

PENDUKUNG

I I 1 v
2015- 2020- 2024-
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2019 2024 2029

Kawasan Kota Lama,
Masjid Agung
Semarang, Masjid
Agung Jawa Tengah
dan Gedong Batu
Semarang;

Kawasan
permukiman
tradisional Samin di
Kabupaten Pati,
Kabupaten  Kudus,
dan Kabupaten
Blora;

2. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan Kawasan Candi
Prambanan;
Kawasan Candi
Borobudur;
Kawasan Kraton
Kasunanan dan
Mangkunegaran;
Kawasan Candi
Dieng;

Kawasan Candi
Gedongsongo;
Kawasan Candi

Cetho dan Candi
Sukuh;

Kawasan Sangiran;

Kawasan Masjid
Agung Demak dan
Kadilangu;

Kawasan Menara
Kudus dan Gunung
Muria;

51




LOKASI

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO INDIKASI PROGRAM UTAMA SUMBER 1 11 111 1\
PENDANAAN | yTAMA | PENDUKUNG 2015- 2020~ | 2024-
2010 2011 2012 2013 2014 2019 2024 2029
Kawasan Kota Lama,
Masjid Agung
Semarang, Masjid
Agung Jawa Tengah
dan Gedong Batu
Semarang;
Kawasan  permuki-
man tradisional
Samin di Kabupaten
Pati, Kudus, & Blora;
Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut
Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan
Hidup
Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi APBN, APBD, BLH Dinas
Inventaris Kehutanan,
swasta, Dinas
dan/atau kerja Kehutanan,
sama BPBD

pendanaan

1. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

Kawasan Taman
Nasional Merapi

Kawasan Taman
Nasional Merbabu

Kawasan Taman
Nasional
Karimunjawa

Kawasan Dataran
Tinggi Dieng

Kawasan Sindoro
Sumbing

Kawasan Rawa
Pening

Kawasan Segara
Anakan
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NO

INDIKASI PROGRAM UTAMA

LOKASI

SUMBER
PENDANAAN

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

UTAMA

PENDUKUNG

I I 1 v
2015- 2020- 2024-
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2019 2024 2029

Daerah Aliran Sungai
Garang

Kawasan Daerah
Aliran  Sungai kritis
lintas
kabupaten/kota

Kawasan Kebun
Raya Baturraden

Kawasan
Karangsambung
Kawasan Kars
Sukolilo

Kawasan Kars
Gombong

Kawasan Kars
Wonogiri

Kawasan Bledug
Kuwu

Kawasan Pantai

Ujung Negoro-Roban

Kawasan Gunung
Lawu

Kawasan Gunung
Slamet

2. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

Kawasan Taman
Nasional Merapi

Kawasan Taman
Nasional Merbabu

Kawasan Taman
Nasional
Karimunjawa

Kawasan Dataran
Tinggi Dieng

Kawasan Sindoro
Sumbing
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INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO INDIKASI PROGRAM UTAMA LOKASI SUMBER 1 1 1 v
PENDANAAN | yTAMA | PENDUKUNG 2010 | 201 | 2012 | 2013 | 2014 | 2005 2020~ | 2024-
010 | 20 0 013 | 20 2019 2024 2029
Kawasan Rawa
Pening
Kawasan Segara
Anakan

Daerah Aliran Sungai
Garang

Kawasan Daerah
Aliran  Sungai kritis
lintas
kabupaten/kota

Kawasan Kebun
Raya Baturraden

Kawasan
Karangsambung
Kawasan Kars
Sukolilo

Kawasan Kars
Gombong

Kawasan Kars
Wonogiri

Kawasan Bledug
Kuwu

Kawasan Pantai

Ujung Negoro-Roban

Kawasan Gunung
Lawu

Kawasan Gunung
Slamet
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LOKASI

INSTANSI PELAKSANA

WAKTU PELAKSANAAN

NO INDIKASI PROGRAM UTAMA SUMBER 1 11 11 v
AR AT || FECUIUYS 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 2015- 2020- 2024-
2019 2024 2029
Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut
Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tinggi
Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi APBN, APBD, Dinas Bappeda, Biro
Inventaris ESDM Bangda, Kem.
swasta, ESDM, PT

dan/atau kerja
sama
pendanaan

Pertamina, PT
PLN, PT PGN, PT
PPBN

1. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan

Kawasan Muria

Kawasan Cilacap

Kawasan Rembang

Kawasan Mangkang

Kawasan Panas Bumi
Dieng, Guci,
Baturraden dan
Gunung Ungaran

Kawasan Blok Cepu

2. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan

Kawasan Muria

Kawasan Cilacap

Kawasan Rembang

Kawasan Mangkang

Kawasan Panas Bumi
Dieng, Guci,
Baturraden dan
Gunung Ungaran

Kawasan Blok Cepu

3. Pembangunan Kilang Minyak dan Gas Bumi

Kawasan Blok Cepu,
Kawasan Rembang,
Kawasan Mangkang
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Kawasan Panas Bumi
Dieng, Guci,
Baturraden dan

Gunung Ungaran

4. Pembangunan Wilayah Kerja Panas Bumi

5. Pemantapan Fungsi Kilang Minyak Kawasan Cilacap

¥
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